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PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Presiden 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019, menyatakan bahwa

Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
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Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005

sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5497);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5598);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 13);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perenanaan Pembangunan

Nasional Nomor: 05 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA

STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015-2019.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

yang selanjutnya disebut Renstra KDPDTT, adalah

dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015-2019.

2. Rencana Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut

Renja KDPDTT adalah dokumen perencanaan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Renstra KDPDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra KDPDTT, meliputi:

a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi

permasalahan, dan isu-isu strategis nasional;

b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis;

c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka

Kelembagaan; dan

d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Pasal 4

Renstra KDPDTT sebagai pedoman bagi unit kerja di

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyusunan Rencana

Kerja.

www.peraturan.go.id



2016, No. 299
-5-

Pasal 5

Sekretaris Jendral, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan

Kepala Badan di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan

terhadap penyusunan Renstra KDPDTT yang telah dituangkan

dalam Renja masing-masing unit.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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